
WAUKOTA MADIUN 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN 

NOMOR 20 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN 

Menimbang 

WAUKOTA MADIUN, 

a. bahwa dalam ra ngka meningkatkan pelayanan informasi ·dan 

dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman 

pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di 

Ungkungan Pemerintah Kota Madiun ; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negerl 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan 

lnformasl dan Dokumentasl Kementerian Dalarn Negeri dan 

Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 

21 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola lnformasi 

dan Dokumentasi di Ungkungan Pemerintah Kota Madiun sudah 

tidak sesual dengan ketentuan peraturan perundang·undangan 

sehingga perlu digantl ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Wallkota Madiun tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi di Ungkungan Pemerintah Kota 

Madiun; 

Mengingat : L Undang·Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

lnformasl Publlk ; 

2. Undang·Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik ; 

3. Undang•Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan ; 



Menetapkan 
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipo 

Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik ; 

7. Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang 

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota ; 

8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 3 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasl 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ; 

9. Peraturan Komis! Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Standar Layanan Informasi Publfk ; 

10. Peraturan Komis! lnformasl Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Pengklasifikasian Informasi Publfk ; 

11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Pelayanan Publlk ; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN 

PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 

2. Walikota adalah Walikota Madlun. 

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun. 
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4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

Perangkat Daerah di Llngkungan Pemerintah Kota Madiun. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat 

DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun. 

6. Informasl adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda­

tanda yang mengandung nilal, makna dan pesan, bark data, 

fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan 

dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format 

sesuai dengan perkembangan teknologl informasi dan 

komunikasi secara elektronik maupun non elektronik. 

7. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan 

dan pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan 

lnformasi publik. 

8. Informasi Publik adalah lnformasi yang dlhasilkan, dlsimpan, 

dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik yang 

berkaltan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan 

Pemerlntahan Kota Madiun serta informasi lain yang berkaitan 

dengan kepentingan publik. 

9. Sadan Publik adalah Pemerintah Daerah dan DPRD yang fungsi 

dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan 

negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasl non 

pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 

10. Pejabat Publlk adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas 

untuk menduduki poslsi atau jabatan tertentu pada Sadan 

Publik. 

11. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang 

selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung 

jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, 

pemeliharaan, penyediaan, distribusl, dan pelayanan informasi 

dan dokumentasi di Lingkungan Pemerlntahan Daerah, yang 

terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu. 
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12. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan PPID 

Utama. 

13. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, yang 

selanjutnya disingkat PLID, adalah susunan pengelola layanan 

informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah. 

14. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP, 

adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai 

proses penyelenggaraan tugas-tugas Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi. 

15. Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik, yang selanjutnya 

disingkat DIDP, adalah catatan yang berisi keterangan secara 

sistematis tentang seluruh informasi dan dokumentasi publik 

yang berada dibawah penguasaan Pemerintah Daerah tidak 

termasuk informasi dan dokumentasi yang dikecualikan. 

16. Ruang Pelayanan Informasl dan Dokumentasi, yang selanjutnya 

disingkat RPID, adalah tempat pelayanan lnformasi dan 

dokumentasi publlk dan berbagai informasi dan dokumentasl 

lalnnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian 

informasi dan dokumentasl publlk. 

17. Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik, yang selanjutnya 

disingkat SIDP, adalah sistem penyediaan layanan informasi 

dan dokumentasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai 

dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasl Publik. 

18. Laporan Layanan Informasl dan Dokumentasi, yang selanjutnya 

disingkat LLID, adalah laporan yang berisi gambaran umum 

kebijakan teknis informasi dan dokumentasi, pelaksanaan 

pelayanan lnformasi dan dokumentasi, dan rekomendasi serta 

rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

informasi dan dokumentasl. 

19. Sengketa Informasl Publik adalah sengketa yang terjadi antara 

Badan Publik dengan Pemohon Informasl Publik dan/atau 

Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak 

memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
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20. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan 

hukum, atau badan publik. 

21. Pengguna lnformasi Publik adalah orang yang menggunakan 

informasi publlk sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

22. Pemohon Informasi Publlk adalah warga negara dan/atau 

badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan 

informasi publik sebagalmana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

BAB II 

KlASIFIKASI INFORMASI PUBUK 

Bagian Kesatu 

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara 

Berkala 

Pasal 2 

(1) Informasl yang wajlb dlsedlakan dan diumumkan secara 

berkala, sekurang- kurangnya terdiri dari : 

a. informasi tentang profll Sadan Publik yang meliputi : 

1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta 

alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan 

tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor 

unit-unit di bawahnya ; 

2. struktur organisasi, gambaran umum setlap satuan 

kerja, profil singkat pejabat struktural ; 

3. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib 

melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan 

telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke 

Badan Publik untuk diumumkan. 

b. rlngkasan lnformasl tentang program dan/atau kegiatan 

yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang 

sekurang·kurangnya, terdiri dari : 

1. nama program dan kegiatan ; 



- 6 -

2. penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan 

serta nomor telepon dan/atau alamat kantor yang 

dapat dihubungi ; 

3. target dan/atau capalan program dan kegiatan ; 

4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan ; 

5. anggaran program dan keglatan yang meliputi sumber 

dan jumlah; 

6. agenda penting terkalt pelak:sanaan tugas Sadan 

Publik; 

7. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung 

dengan hak-hak masyarakat ; 

8. informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau 

pejabat Sadan Publik Negara ; 

9. informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada 

Sadan Publlk yang menyelenggarakan kegiatan 

pendidikan untuk umum. 

c. ringkasan lnformasi tentang kinerja dalam lingkup Sadan 

Publik berupa narasi tentang realisasl kegiatan yang telah 

maupun sedang dijalankan beserta capaiannya ; 

d. rlngkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya 

terdiri dari : 

1. rencana dan laporan reallsasl anggaran ; 

2. neraca; 

3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan 

yang disusun sesuai standar akuntansl yang berlaku ; 

4. daftar aset dan investasi. 

e. ringkasan laporan akses lnformasi Publik yang sekurang­

kurangnya terdirl dari : 

1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima ; 

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhl setiap 

permohonan Informasi Publik ; 

3. jumlah permohonan Informasl Publlk yang dlkabulkan 

balk sebagian atau seluruhnya dan permohonan 

Informasi Publlk yang dltolak ; 

4. alasan penolakan permohonan Informasl Publik. 
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e. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau k~bijakan 

yang mengikat dan/atau berdampak bagl publlk yang 

dlkeluarkan oleh Sadan Publlk, terdiri dart : 

1. daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau yang 

sedang dalam proses pembuatan ; 

2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan yang 

telah disahkan atau ditetapkan. 

f. lnformasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi 

Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses 

penyelesalan sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak 

yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi ; 

g. lnformasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan 

wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh 

pejabat Sadan Publik maupun pihak yang mendapatkan lzln 

atau perjanjian kerja dari Sadan Publik yang bersangkutan ; 

h. lnformasl tentang pengumuman pengadaan barang dan 

jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

terkait; 

i. lnformasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur 

evakuasl keadaan darurat di setiap kantor Sadan Publik. 

(2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam 

setahun. 

Bagian Kedua 

Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta 

Pasal3 

(1) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta antara 

lain : 

a. lnformasi tentang bencana alam seperti kekeringan, 

kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit 

tanarnan, epidernlk, wabah, kejadian luar biasa, kejadian 

antariksa atau benda-benda angkasa ; 
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b. inforrnasi tentang keadaan bencana non alam seperti 

kegagalan industrl atau teknologi, darnpak industri, ledakan 

nuklir, pencernaran llngkungan dan keg Iatan 

keantariksaan ; 

c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konfllk sosial antar 

kelompok atau antar komunltas masyarakat dan teror ; 

d. inforrnasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang 

menjadi surnber penyaklt yang berpotensl menular ; 

e. jnformasi tentang racun pada bahan makanan yang 

dikonsumsi oleh masyarakat ; dan/atau 

f. lnformasi tentang rencana gangguan terhadap utllitas 

publik. 

(2) lnformasl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang­

kurangnya meliputi : 

a. potensl bahaya dan/atau besaran darnpak yang dapat 

ditimbulkan ; 

b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik 

masyarakat umum maupun pegawai Badan Publik yang 

menerima izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik 

tersebut; 

c. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat 

terjadi; 

d. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang 

ditimbulkan ; 

e. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang; 

f. pihak-pihak yang wajib mengumurnkan informasi yang 

dapat mengancam hidup orang banyak dan ketertlban 

umum; 

g. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat 

terjadl ; 

h. upaya-upaya yang dllakukan oleh Badan Publik dan/atau 

pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi 

bahaya dan/atau darnpak yang ditimbulkan. 
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Bagian Ketiga 

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat 

Pasal4 

(1) Informasi yang wajib tersedia setiap saat, sekurang kurangnya 

terdiri dari : 

a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat : 

L nomor; 

2. rlngkasan isi informasi ; 

3. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai 

informasi ; 

4. penanggungjawab 

informasl; 

pembuatan atau penerbitan 

5. waktu dan tempat pembuatan informasi; 

6. bentuk informasi yang tersedia ; 

7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip. 

b. lnformasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan 

Sadan Publik yang sekurang-kurangnya terdirl darl : 

1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian 

al:llu pertlmbangan yang mendasari terbitnya 

peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut ; 

2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, 

keputusan atau kebijakan tersebut ; 

3. risalah rapat dari proses p.embentukan peraturan, 

keputusan atau kebljakan tersebut ; 

4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan 

tersebut; 

5. tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan 

tersebut; 

6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah 

diterbitka n. 

c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan 

diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2. 
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d. informasi tentang organisasl, administrasi, kepegawalan, 

dan keuangan, antara lain : 

1. pedoman pengelolaan organisasl, adrninistrasi, personil 

dan keuangan ; 

2. profil lengkap pimplnan dan pegawai yang meliputi 

nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, 

penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima ; 

3. anggaran Sadan Publik secara umum maupun anggaran 

secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan 

keuangannya ; 

4. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Sadan 

Publik. 

e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berlkut dokumen 

pendukungnya ; 

f. surat menyurat pimpinan atau pejabat Sadan Publik dalam 

rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya ; 

g. surat menyurat pimpinan atau pejabat Sadan Publik dalam 

rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungslnya ; 

h. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau 

dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan 

penataan izin yang diberfkan ; 

i. data perbendaharaan atau inventaris ; 

j. rencana strategis dan rencana kerja Sadan Publik ; 

k. agenda kerja pimpinan satuan kerja ; 

I. informasl mengenai keglatan pelayanan Informasi Publik 

yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan lnformasi 

Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya 

manusia yang menangani layanan lnformasi Publlk beserta 

kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publlk serta 

laporan penggunaannya ; 

m. jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang 

dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya ; 

n. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang 

dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya ; 

o. daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan ; 
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p. Informasl Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi 

rnasyarakat berdasarkan rnekanisme keberatan dan/atau 

penyelesaian sengketa sebagaimana dirnaksud datam 

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasl Publik ; 

q. informasl tentang standar pengumuman informasi 

sebagaimana dlmaksud dalarn Pasal 3 bagl Sadan Publlk 

yang rnemberikan izln dan/atau melakukan perjanjian kerja 

dengan pihak lain yang keglatannya berpotensi mengancam 

hidup orang banyak dan ketertiban umum ; 

r. inforrnasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publlk 

dalam perternuan yang terbuka untuk umum. 

Bagian Keempat 

Informasi yang Dikecualikan 

Pasal S 

(1) lnforrnasl Publlk yang Dikecuallkan berslfat ketat dan terbatas. 

(2) lnformasi Publik yang Dlkecuallkan bersifat rahasia sesuai 

dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum 

didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul 

apablla suatu lnformasi diberlkan kepada masyarakat serta 

setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup 

Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih 

besar darlpada mernbukanya atau seballknya. 

(3) Dalam hal Sadan Publik menyatakan Informasl Publik tertentu 

dikecualikan maka pengecualian Informasi Publik tersebut harus 

didasarkan pada Pengujian Konsekuensi. 

(4) Informasi Publik yang Dikecualikan metiputi : 

a. Informasi Publik yang apabila dlbuka dan diberlkan kepada 

Pemohon Informasi Publik dapat mengharnbat proses 

penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat : 

1. rnengharnbat proses penyelidlkan dan penyidikan suatu 

tlndak pidana ; 
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2. mengungkapkan identitas lnforman, pelapor, saksl, 

dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak 

pidana; 

3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana­

rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan 

penanganan segala bentuk kejahatan transnaslonal ; 

4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak 

hukum dan/atau keluarganya ; dan/atau 

5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau 

prasarana penegak hukum. 

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan dlberikan kepada 

Pemohon In~ormasi Publik dapat mengganggu kepentingan 

perlindungan hak atas kekayaan lntelektual dan 

perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ; 

c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 

Pemohon lnformasi Publik dapat membahayakan 

pertahanan dlan keamanan negara, yaitu : 

1. informasi tentang strategl, intelljen, operasi, taktik dan 

teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem 

pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap 

perencanaan, pelaksanaan dan pengakhlran atau 

evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan 

luar negeri ; 

2. dokurnen yang rnemuat tentang strategi, intelejen, 

operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan slstem pertahanan dan keamanaan 

negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan 

dan pengakhiran atau evaluasl ; 

3. jumlah, lkomposisi, disposisl, atau dislokasi kekuatan 

dan kemarnpuan dalam penyelenggaraan sistem 

pertahanan dan keamanan negara serta rencana 

pengembangannya ; 

4. garnbar dan data tentang situasl dan keadaan 

pangkalan dan/atau lnstalasl militer ; 
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5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan 

negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau 

indfkasi negara tersebut yang dapat membahayakan 

kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara 

lain yang disepakatl dalam perjanjlan tersebut sebagai 

rahasia a tau sangat ra hasia ; 

6. sistem persandian negara ; dan/atau 

7. slstem intelijen negara. 

d. lnformasi Publlk yang apabila dibuka dan diberikan kepada 

Pemohon lnformasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan 

alam Indonesia ; 
e. Informasr Publik yang apabila dibuka dan dlberikan kepada 

Pemohon Informasl Publik dapat meruglkan ketahanan 

ekonomi nasional : 

i. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang 

nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara ; 

2. rencana awal perubahan nilal tukar, suku bunga, model 

operasi institusi keuangan ; 

3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman 

pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan 

negara/daerah lainnya ; 

4. rencana awal penjualan atau pembellan tanah atau 

propertl ; 

5. rencana awal lnvestasi asing proses dan hasll 

pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga 

keuangan lainnya ; dan/atau 

6. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan 

uang. 

f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 

Pemohon Informasi Publlk dapat merugikan kepentingan 

hubungan luar negeri : 

1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah 

diambll oleh negara dalam hubungannya dengan 

negosiasl internasional ; 
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2. korespondensl diplomatlk antar negara ; 

3. sistem komunikasi dan persandian yang dlpergunakan 

dalam menjalankan hubungan internasional ; dan/atau 

4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis 

Indonesia di luar negeri. 

g. Informasl Publik yang apabila dibuka dapat 

mengungkapkan isl akta otentik yang bersifat pribadi dan 

kemauan terakhir atau wasiat seseorang ; 

h. lnformasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada 

Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia 

pribadi, yaitu : 

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga ; 

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan 

fisik, dan psikis seseorang ; 

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank 

seseorang; 

4. hasll-hasrl evaluasl sehubungan dengan kapabl lltas, 

intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan 

seseorang ; dan/atau 

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang 

berkaitan dengan kegiatan satuan pendidlkan formal 

dan satuan pendidikan nonformal. 

i. Memorandum atau surat-urat antar Sadan Publik atau intra 

Sadan Publlk, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuall 

atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan ; 

j. Informasl yang tldak boleh diungkapkan berdasarkan 

undang-undang. 

BAB III 

AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK 

Pasal6 

(1) Informasi dan dokumentasi Publik Pemerintahan Daerah 

bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna 

Informasi dan Dokumentasi Publlk, kecuall lnformasi dan 

Dokumentasi yang dikecuallkan bersifat ketat, terbatas dan 

rahasia. 
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(2) Informasi dan Dokumentasi Publik di lingkungan Pemerintahan 

Daerah dapat diperoleh oleh Pemohon Informasi dan 

Dokumentasi Publik dengan cepat, tepat waktu, dan dapat 

dfakses dengan mudah. 

(3) lnformasi dan Dokumentasi Pubfik yang dikecualikan 

sebagaimana dimaksLJd pada ayat (1) sesuai dengan kepatutan, 

kepentlngan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang­

undangan. 

(4) Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan 

sebagaimana dfmaksud pada ayat (1) dan ayat (3) didasarkan 

pada pengujian atas konsekuensl yang timbul apabila suatu 

informasi dan dokumentasi diberfkan kepada masyarakat 

dengan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi 

dlan Dokumentasi Publik dapat melindungi kepentingan yang 

lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. 

BAB IV 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Pertama 

Hak 

Pasal 7 

(1) Pemerintahan Daerah berhak menolak memberikan informasl 

dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan seperti : 

a. informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan 

negara; 

b. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan 

kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha 

tidak sehat ; 

c. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak 

pribadi ; 

d. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia 

jabatan ; dan/atau 
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e. informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau 

didokumentasikan. 

(2) Informasi dan Dokumentasi yang dikecuallkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diajukan o!eh PPID Pembantu kepada 

PPID utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan 

Wallkota. 

Bagian Kedua 

Kewajiban 

Pasal8 

(1) Pemerintahan Daerah wajib menyediakan, memberikan 

dan/atau menerbitkan Informas! dan Dokumentasi Publlk yang 

berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Inforrnasl 

Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Pemerintahan Daerah dapat rnembangun dan 

mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat 

diakses dengan mudah. 

BABV 

PPID 

Pasal9 

(1) Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan 

Pemerintahan Daerah dengan membentuk dan menetapkan 

PPID. 

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada 

pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi 

peiayanan informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan. 

(3) Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk 

PLID. 
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(4) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PPlD 

Utama pada PUD. 

(5) PPlD Utama di lingkungan Pemerintah Daerah 

bertanggungjawab kepada Walikota melalu! Sekretarls Daerah. 

BAB VI 

KELEMBAGAAN PPID 

Bagian Pertama 

Umum 

Pasal10 

(1) PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah dlbantu oleh 

PPID Pembantu yang berada di lingkungan Perangkat Daerah 

dan/atau Pejabat Fungslonal. 

(2) PPID Pembantu di lingkungan Pemerlntah Daerah terdlri atas 

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, lnspektorat, Dinas, 

Badan, Kecamatan dan/atau Pejabat Fungsional. 

Bagian Kedua 

Tugas dan l<ewenangan 

Pasal 11 

PPID Utama sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 

bertugas : 

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan 

dokumentasi ; 

b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan lnformasi ean 

dokumentasi ; 

c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan 

informasi dan dokumentasi dari PPlD Pembantu ; 

d. menylmpan, mendokumentaslkan, menyediakan, dan memberi 

pelayanan informasl dan dokumentasi kepada publik ; 

e. melakukan verlfikasl bahan informasi dan dokumentasi publik ; 
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f. melakukan uji konsekuensi atas informasl dan dokumentasi yang 

dikecualikan ; 

g. melakukan pemutakhiran informasl dan dokumentas1 ; 

h. menyedlakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh 

masyarakat ; 

1. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring 

atas pelaksanaan kebijakan lnformasi dan dokumentasi yang 

dllakukan oleh PPID Pembantu ; 

j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala 

dan/atau sesuai dengan kebutuhan ; 

k. mengesahkan lnformasi dan dokumentasl yang layak untuk 

dipubllkaslkan ; 

I. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk 

mengumpuikan, mengelola, dan memelihara informasl dan 

dokumentasi ; dan 

m. membentuk tim fasilitasl penanganan sengketa informasi yang 

ditetapkan dengan Keputusan Wailkota. 

Pasal 12 

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam 

Pasal 11, PPID berwenang : 

a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang 

dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan; 

b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID 

Pembantu yang menjadl cakupan kerjanya ; 

c. mengoordinasikan pemberian pelayanan lnformasi dan 

dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan 

kerjanya; 

d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi 

yang dapat diakses oleh publik ; dan 
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e. menugaskan PPlD Pembantu dan/atau Pejabat Fungslonal untuk 

membuat, mengumpulkan, serta memellhara informasi dan 

dokumentasi untul< kebutuhan organisasi. 

Pasal13 

(1) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) 

bertugas: 

a. membantu IPPID Utama melaksanakan tanggungjawab, 

b.Jgas, dan kewenangannya ; 

b. menyampaikan informasi dan dokumentasl kepada PPTD 

Utama diiakukan paling sediklt 6 (enam) buian sekall atau 

sesuai kebutuhan ; 

c. melaksanakan kebjjakan teknis informasi dan dokumentasi 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ; 

d. menjamin ketersedlaan dan akseierasi layanan informasi 

dan dokumentasl bagi pemohon informasi secara cepat, 

tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinslp-prinsip 

pelayanan prima ; 

e. mengumpulkan, mengoiah dan mengompilasi bahan dan 

data lingkup komponen Perangkat Daerah dl lingkungan 

Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan 

informasi publik ; dan 

f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan 

pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPlD Utama 

secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan. 

(2) Selain tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (1) PPlD 

pembantu khususnya sekretariat DPRD bertugas untuk : 

a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan lnformasi 

dan dokumentasl kepada DPRD sesuai peraturan 

perundang-u111dangan ; dan 

b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada 

DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang 

dapat diakses oleh publlk. 
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BAB VII 

KELENGKAPAN PLID 

Bagian Kesatu 

Struktur Organisasi 

Pasal14 

(1) Susunan Organlsasl PLID ditetapkan dengan Keputusan 

Walikota. 

(2) Struktur organisasi PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

terdiri dari : 

a. pembina, dijabat oleh Walikota dan Wakll Walikota ; 

b. pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris 

Daerah; 

c.. tim Pertimbangan, dijabat oleh Asisten, seluruh Pimpinan 

Perangkat Daerah dan Pejabat yang menangani bidang 

Hukum; 

d. PPID Utama, dijabat oleh Pejabat yang menangani 

inforrnasi dan dokumentasi serta kehumasan ; 

e. PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada Perangkat 

Daerah yang mengelola informasi dan dokumentasi ; 

f. bldang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, 

Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang 

Pelayanan Infornasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi 

Sengketa Infomasl ; dan/atau 

g, pejabat fungsional. 

Bagian Kedua 

SOP PPID 

Pasal 15 

(1) Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh Sadan Publik sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(2) Pedoman mengenai SOP PPID sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan sebagal berikut : 

a. kejelasan tentang pejabat yahg ditunjuk sebagal PPID 

Utama dan PPID Pembantu ; 

b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat 

fUngsional dan/atau petugas informasl apablla diperlukan ; 

c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan 

kewenangan Atasan PPID, PPID Utama, PPID Pembantu, 

Bidang Pendukung dan Pejabat Fungsional ; 

d. kejelasan tentang pejabat yang mendudukl posisi sebagai 

Atasan PPID yang bertanggungjawab mengeluarkan 

tanggapan at.as keberatan yang dlajukan oleh Pemohon 

Informasi Publik ; 

e. standar layanan Informasl Publik serta tata cara 

pengelolaan keberatan di lingkungan Pemerlntahan 

Daerah; dan 

f. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang Layanan 

lnformasl Publik. 

(3) Dalam penyusunan SOP PPID mengacu kepada ketentuan 

peraturan perundang-undangan tentang SOP dl lingkungan 

Pemerintah Daerah. 

Pasal 16 

(1) Jenis-jenis SOP PPID, antara lain : 

a. SOP Penyusunan Daftar Jnformasi Publik; 

b. SOP Pelayanan Permohonan lnformasi Publik ; 

c. SOP Uji Konsekuensi Tnformasl Publik ; 

d. SOP Penanganan Keberatan Jnformasl Publik ; dan 

e. SOP Fasilitasi Sengketa Informasl. 

(2) Contoh Format SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum pada Lamplran I Peraturan Wallkota inl. 
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Bagian Ketiga 

DIOP 

Pasal17 

(1) DIDP paling sedikit memuat: 

a. nomor; 

b. ringkasah lsi informasl ; 

c. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi ; 

d. penanggungjawab pembuatan atau penerbitan inforrnasi ; 

e. waktu dan tempat pembuatan lnformasi ; 

f. bentuk informasi yang tersedia ; dan 

g. jangka waktu penyimpanan atau retensl arslp. 

(2) DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID 

Utama. 

(3) Keseluruhan informasl dan dokumentasi publik yang sudah 

dipublikasikan harus diserahkan kepada perpustakaan di 

lingkungan Pemerintah Daerah untuk dilestarikan dan 

diklasifikasl menjadl bahan pustaka. 

(4) Format DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 

pada Lampiran II Peraturan Walikota ini. 

Bagian Keempat 

RPID 

Pasal 18 

(1) RPID terletak dilokasl yang mudah dijangkau dan dilengkapi 

dengan sarana dan prasarana yang memadai. 

(2) RPID dikelola oleh pejabat fungsional dan/atau petugas 

lnforrnasi. 

Bagian Kellma 

SIDP 

Pasal 19 

(1) SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk memperrnudah 

akses pelayanan lnformasi publik. 
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(2) Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara terintegrasi antara PPID Utama dengan PPID 

Pembantu. 

Bagian Keenam 

LUO 

Pasal 20 

{1) LLID wajib dibuat dan disediakan oleh Badan Publik paling 

lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan tahun 

anggaran berakhir. 

(2) Salinan LUD Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Dalam Negerl 

dan Komisi Informasi Pusat sesuai kewenangan masing-masing. 

(3) LUD, paling sediklt memuat : 

a. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi dan 

dokumentasi Publik di lingkungan Pemerintahan Daerah ; 

b. gambaran umum pelaksanaan peiayanan lnformasl dan 

dokumentasi Publik, antara lain : 

1. sarana dan prasarana pelayanan lnformasl dan 

dokumentasi Publik yang dimiliki beserta kondlsinya ; 

2. sumber daya manusla yang menanganl pelayanan 

lnformasi dan dokumentasl Publik beserta kualifikasinya 

; dan 

3. anggaran pelayanan lnformasi dan dokumentasi publlk 

serta laporan penggunaannya ; 

c. rincian pelayanan informasl dan dokumentasl Publik yang 

meliputl : 

1. jumlah permohonan Informasi Publik ; 

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap 

permohonan l nformasl Publik dengan klasifikasl 

tertentu ; 

3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan 

balk sebagian atau seluruhnya ; dan 

4. jumlah permohonan Informasi Publlk yang ditolak 

beserta alasannya ; 
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d. rlncran penyelesaian sengketa Informasi Publik, mellputi : 

1. jumlah keberatan yang dlterima ; 

2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan 

pelaksanaannya ; 

3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi 

Informasi yang berwenang ; dan 

4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi 

Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh 

badan publik, jumlah gugatan yang diajukan ke 

pengadllan, dan hasil putusan pengadilan dan 

pelaksanaannya oleh badan publik ; 

e. kendala Internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan 

lnformasi dan dokumentasi Publik ; dan 

f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan informasi dan dokument.asi. 

Pasal 21 

(1) LLID merupakan bagian dari informasi Publik yang wajib 

tersedia setiap saat. 

(2) WD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada 

publik dan dlsampaikan kepada atasan PPID. 

(3) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada 

Walikota oleh ata.san PPID. 

(4) LUO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilaporkan 

oleh Walikota sebagai bagian dalam laporan penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. 

Bagian Ketujuh 

Pendanaan 

Pasal 22 

Pendanaan yang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan lnformasl 

dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Daerah dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun. 
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BAB VIII 

MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI 

Pasal 23 

Pemohon informasl dan dokumentasl meliputl : 

a. perseorangan ; 

b. kelompok masyarakat ; 

c. lembaga swadaya masyarakat ; 

d. organisasi masyarakat ; 

e. partai politik ; dan 

f. badan publik lainnya. 

Pasal24 

Pemohon informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 wajib memenuhl persyaratan : 

a. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dan/atau peraturan perundang-undangan ; 

b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas ; 

c. menyampalkan secara jelas jenis informasi dan dokumentasl 

yang dibutuhkan ; 

d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan 

dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan ; dan 

e. menyatakan kesedlaan membayar biaya dan cara pembayaran 

untuk memperoleh informasl yang diminta, sepanjang biaya 

yang dlkenakan terbilang wajar. 

Pasal25 

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan 

permintaan untuk memperoleh informasi dan dokumentasi 

Publik kepada Pemerintahan Daerah terkait secara tertulis atau 

tidak tertulis. 
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(2) PPID Utama dan/atau PPlD Pembantu dan/atau Petugas 

Informasi wajib mencatat nama, Nomor Induk Kependudukan, 

dan alamat Pemohon Informasi Publlk, subjek dan format 

informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh 

Pemohon Informasi Publik. 

(3) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas 

lnformasl wajib mencatat permintaan Informasl Publik yang 

dlajukan secara tidak tertulis. 

(4) PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas 

Informasi wajib memberikan tanda buktl penerimaan 

permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada 

saat permintaan diterima. 

(5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau 

melalul surat elektronik, nomor pendaftaran dlberlkan saat 

penerimaan permintaan. 

(6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengirlman 

nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan 

p.engiriman informasi. 

(7) Paling lambat 10 (sepuluh) harl kerja sejak diterimanya 

permintaan, PPID Utama wajib menyampaikan pemberitahuan 

tertulis yang berisikan : 

a. lnformasi yang diminta, berada dl bawah penguasaannya 

ataupun tidak ; 

b. penerlmaan atau penolakan permintaan atas informasl 

dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan ; 

c. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan ; 

dan/atau 

d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi 

yang dimlnta. 

(8) PPID Utama wajib memberitahukan Sadan Publik yang 

menguasal informasi yang dlminta apabila informasi yang 

diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan 

Publlk yang menerima permintaan mengetahui keberadaan 

informasi yang diminta. 
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(9) Dalam hal permintaan dlterima seluruhnya atau sebagian 

dicantumkan materl lnformasi yang akan dlberikan. 

(10) Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang 

dikecuallkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan, maka lnformasi yang dikecualikan tersebut dapat 

dihitamkan dengan disertal alasan dan materinya. 

(11) Pemerlntahan Daerah dapat memperpanjang waktu untuk 

mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) harl kerja berikutnya dengan 

memberikan alasan secara tertulis. 

BAB IX 

KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI 

Bagian Kesatu 

Keberatan 

Pasal26 

(1) Setiap Pemohon Informasl Publlk dapat mengajukan keberatan 

secara tertulis kepada Atasan PPID berdasarkan alasan berikut : 

a. penolakan atas permintaan informasl berdasarkan alasan 

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (7) ; 

b. tldak d1sediakannya lnformasl dan d1umumkan secara 

berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang­

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik ; 

c. tidak ditanggapinya permlntaan lnformasi ; 

d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagalmana yang 

dlminta; 

e. tidak dipenuhinya permintaan informasl ; 

f. pengenaan biaya yang tidak wajar ; dan/atau 

g. penyamp;iian lnformasi yang melebihl waktu yang dlatur 

dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasl Publlk . 
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(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai 

dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh 

kedua belah pihak. 

Pasal27 

(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik daram 

jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 

ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 

ayat (1). 

(2) Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang 

diajukan oleh Pemohon Informasl Publik dalam jangka waktu 

paling larnbat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterlrnanya 

keberatan secara tertulis. 

(3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila Atasan 

P'PID menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya. 

Pasal28 

Alur prosedur layanan lnformasi Publik, Format Formulir dan Register 

Pelayanan lnformasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, 

Pasal 26 dan Pasal 27, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III 

Peraturan Walikota inl. 

Bagian Kedua 

Fasilitasi Sengketa Informasi 

Pasal 29 

(1) Sengketa inforrnasi dapat terjadi apabifa Komisi Inforrnasl 

sesual dengan kewenangannya, menerlma permohonan 

sengketa informasi yang diajukan pemohon inforrnasi karena 

tidak menerlma alasan tanggapan Atasan PPID. 

(2) Pengajuan sengketa lnformasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan pernohon lnformasi dalarn waktu paling 

la:rnbat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya 

tanggapan tertulis dari Atasan PPID. 
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Pasal30 

(1) Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian Sengketa 

Informasi Publik dilakukan sesual dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Walikota melalui Atasan PPID menetapkan Tim Fasllitasl 

Sengketa lnformasi untuk mengupayakan penyelesaian 

sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama. 

(3) Keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi juga 

berfungsi sebagai Surat Kuasa untuk bersldang mewakili 

Pemerintah Daerah di Komlsi Informasi sesuai dengan 

kewenangannya. 

(4) Tim Fasilitasi Sengketa Informasi di ketuai oleh PPID Utama 

dan beranggotakan PPID Pembantu, pejabat yang menangani 

bidang hukum dan pejabat fungsional serta pejabat/staf lainnya 

sesual dengan kebutuhan. 

(5) PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan sengketa 

lnformasi dengan melakukan koordlnasi dan konsolldasi 

bersama PPlD Pembantu terkait, pejabat yang menangani 

bldang hukum, pejabat fungsional dan pihak lain yang 

dipandang perlu. 

(6) Mekanisme kerja Tim Fasilitasl Penanganan Sengketa Informasi 

diatur oleh Tim berdasarkan arahan Atasan PPID. 

(7) Tim melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian 

sengketa informasi kepada Atasan PPID. 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 31 

Pada saat Peraturan Wallkota ini mulai berlaku, maka Peraturan 

Walikota Madiun Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Kerji,l Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasl di Lingkungan Pemerintah 

Kota Madiun, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 32 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Madiun. 

Ditetapkan di M A D I U N 

pada tanggal 27 September 2017 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum. 

Diundangkan di M A D I U N 
pada tanggal 27 September 2017 

SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

Ors. MAIDI. SH, MM, M.fd 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19610512 198803 1 010 

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017 
NOMOR 21/G 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a .n. WALIKOTA MADIUN 
SEKRETARJS DAERAH 

;::::===:::::,,... u.b. 
!¥,Cll-tJ:t\U:.IAN HUKUM 

u--, ........ j 

Pembina 
NIP. 19750117 199602 1 001 



LAMPIRAN I : PERATURAN WAUKOTA MADIUN 

FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

NOMOR 20 TAHUN 2017 
TANGGAL : 27 September 2017 

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK 

NOMORSOP 

TGL. PEMBUATAN 
TGL. REVISI 

LOGO INSTANSl TGL. EFEKTIF 
DISAHKAN OLEH 

r NAMA SOP PENYUSUNAN 

NAMA INSTANSI 
DAFTAR 

lNFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBUK 



- 2 -

I 
DASAR HUKUM KUAUFIKASI PELAKSANA 

l. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ; 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 ; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 ; 
5. Peraturan Komisi Informasl Nomor 1 Tahun 2010; 
6. Peraturan Komisl lnformasi Nomor 1 Tahun 2013 ; 
7. Peraturan Komlsilnformast Nomor 1 Tahun 2017. 
KETERIKATAN: PERALA TAN/PERLENGKAPAN: 

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 
2. Term of Reference 
3. Alat Tulis Kantor 
4, Jaringan Internet 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: 
Dislmpan dalam bentuk so~copy dan hardcopy 
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Pelaksana Pendukung 

No Kegiatan Keterangan 
PPfD PPID Atasan 

Kelengkapan Waktu Output 
Pembantu utama PPID 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Mengumpulkan lnformasl dan 1.UUNo l 4 Secara DIDP yang telah 

dokumentasi yang berkualitas Tahun 2008; berkala, dikumpulkan 

dan relevan dengan tupoksl 2.UU No 25 serta merta dari komponen 

masing-masing komponen dJ • Tahun 2009; dan setlap dan Perangkat 

Ungkungan 3. UU No 23 saat Daerah 

Pemerintahan Daerah, Tahun 2013; 

baik yang diproduksi sendiri, 4. PP 61 Tahun 

dikembangkan, maupun yang 2010; 

dikirim ke pihak lain, yang S. Perkl No I 

berupa arsip statis maupun Tahun 2010; 

dinamis, arsip aktif maupun 6. Perki No I 

arsip inaktif dan arslp vital Tahun 2013; 

yang dlkuasai. Informasi yang 7. Perki No t 
dflakukan mellputi jenis Tahun 2013. 

dokumen, penanggung jawab 
pembuatan, waktu dan tempat 
pembuatan, serta bentuk 
informasi yang tersedla dalam 
hardcopy dan softcopy. Format 
pengisian dalam pengumpulan 
informasl dan dokumentasi di 
maslng-maslng komponen di 
Lingkungan ', 
Pemerintahan Daerah. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Mengklaslfikasikan selun.th 

l 
1. UU No 14 Secara DIOP yang telah 

informasi dan dokumentasi Tahun 2008; berkala, dlklasifikasi 

yang telah dikumpulkan dan !. UU No 25 serta merta kebenarannya 

mengldentifikasikannya • • Tahun 2009; dan setiap 

berdasarkan slfat informasl - ► l.. UU No 23 saat 

dan dokumentasi, selain itu Tahun 2013; 

juga mengklasifikasikan 4. PP 61 Tahun 

informasl dan dokumentasl 2010; 

yang dikecuallkan dengan ,. Perki No 1 

kategori sebagaimana yang Tahun 2010; 

telah ditetapkan melalui UU ,. Perkl No 1 

No. 14 Tahun 2008 Pasai 17 Tahun 2013; 

dan Pasal 18. Pengujian 7. Perkl No 1 

tentang konsekuensl dengan Tahun 2017. 

seksama dan penuh ketelitian 
sebelum menyatakan 
Informast dan Dokumenta.si 
Publik tertentu dikecualikan 
oleh setlap orang. 

3 Mendokumentaslkan informasl ' . Alat tulis Secara DIOP 

publik dalam bentuk softcopy kantor berkala, 

dan tempat penyimpanan • serta merta 

dokumen dalam bentuk hard dan setiap 

copy dengan tata cara seperti saat 

mengarsip dokumen dan 
dipisahkan sesuai klasifikasi 
informasl dan dokumentasi 
wajib, secara berkala, serta 
merta dan setiap saat. Perlu 
dlbuat daftar Informasl dan 
dokumentasi yang dikecualikan. " 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Menetapkan DIOP secara Mengadakan Setelah Surat Setelah DIOP 

resmi dan mengumumkan rapat bersama DIOP Keputusan dltetapkan, 

kepada masyarakat dengan PPID terkumpul DIOP yang jlka ada 
Utama dan dari PPID dttandatangani tambahan 
PPID Pembantu oleh Atasan informasi 
Pembantu PPID baru, dibuat 
untuk SK untuk 
Menetapkan ditetapkan 
DIP 

5 Mengunggah DIOP ke Websitedan Setelah Adanya konten 

Website resmi - sarana DIOP DIOP di website 

Pemerintah Daerah maupun lnformasi ditetapkan Pemerintah 

melalui sarana 1nfonnasi lainnya yang oleh Atasan Daerah 

lainnya. dimiliki oleh PPID 
Pemerintah 
Daerah 
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8 . SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBUK 

~OMORSOP 
GL PEMBUATAN 

"GL REVISI 

LOGO "GL EFEKTIF 
INSTANSI 

)ISAHKAN OLEH 

~AMA SOP 

NAMA PELAYANAN 
lNSTANSI 

PERMOHONAN INFORMASl 

PUBUK 
DASAR HUKUM ~UAUFJKASIPELAKSANA 
L uu 14 Tahun 2008 ; 
2. UU 25 Tahun 2009 ; 
3. UU 23 Tahun 2013 ; 
4. PP 61 Tahun 2010 ; 
5. Perki 1 Tahun 2010 ; 
). Perki 1 Tahun 2013 ; 
7. Perki 1 Tahun 2017. 
KETERIKATAN: DERALATAN/PERLENGKAPAN: 

l. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 
2. Term of Reference 
3. Alat tulis kantor 
4. Jaringan Internet 

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN: 
Disimpan dalam bentuk softcopydan hardcopy 
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Pelaksana Pendukung 

Pemohon Bagian PPlD dan 
Komponen 

No Kegiatan dan Keterangan 

Informasl Registrasl PPID Perangl<at Kelengkapan Waktu Output 

PPID Pembantu Daerah 

1 2 3 'I s 6 7 8 9 10 

1 Demohon Informasi dapat menyampaikan (1) Formulir Pada hari dan Formullr 

permohonan informasid;ang dlbutuhkan bail Permohonan jam kerja untul Permohonan 

secara langsung dan ti ak langsung. Informasi pemohon informasi 
yang informasi yang telah 
tersedia di secara diisl lengkap 
meja langsung dan dan dllampiri 
pelayanan setiap saa· fotocopy/ 
PPlD atau untuk pemohon scan Identitas 
yang lnformasl diri (NTK) 
ditampilkan secara tldak 
di website, langsung 

(2) Fotocopy 
atau scan 
ldentttas dirl 
(NIK) dari 
pemohon 
lnformasi 

2 Meiakukan registrasi berkas Semua data- Pada harl DIP yang 
. 

permohonan Informasi publik. Jika ~ data danjam telah 

aokumen/lntormasl yang dlmlnta pemohon kerja untuk tersusun 

telah termasuk dalam DIP dan lnformasi pemohon dalam 

dimillkl oleh meja informasi atau disimpan lnformasi bentLik 

sudah terdapat di website PPID, maka dalam secara hardcopy 

langsung dlberikan kepada pemohon bentuk langsung dan 

lnformasi atau blsa langsung diunduh hardcopy dan dan setiap softcopy 

oleh pemohon informasl. Jika scftcopy saat untuk 

lnformasi/dokumentasl yang diminta pemohon 

belum termasuk dalam DIP, maka lnformasi 

berkas permohonan dlsampaikan d, 
secara tidak 

kepada PPID atau PPID Pembantu. langsung 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 PPID meminta kepada komponen 

. <c 
DIP yang 10 (seputuh) DIP 

atau Perangkat Daerah untuk 
telah hari kerja 

memberikan informasl atau dokumen ditetapkan sejak 

yang sudah termasuk datam DIP, . ■ 
oteh permohonan 

kepada PPID untuk diberikan kepada komponen lnformasl 

pemohon lnformasl. Komponen atau atau diterima oteh 

Perangkat Daerah memberikan 
Perangkat PPID 

informasl atau dokumen yang Daerah 

dlmaksud kepada PPID atau PPID 
Pembantu. 

4 Memberlkan lnformasi atau dokumen lnformasi Perpanjangan Informasi 

yang dlminta oleh pemohon informasi •· atau permohonan publlk 

yang telah menandatangani tanda 
Dokumen informasi yang 

bukti penerimaan informasl atau yang adalah diminta 

dokumen. 
dimfnta oleh 7 (tujuh) hart oleh 
pemohon kerja pemot,on 
lnformasl informasi 
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C. SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBUK 

NOMORSOP 
. 

-GL PEMBUATAN . . 
TGL. REVIS][ 

LOGO ~GL. EFEKTIF 

INSTANSI 
JlSAHKAN OLEH 

NAMA SOP 

NAMA UJI KONSEKUENSI 

lNSTANSl 
1NFORMASI PUBUK 

DASARHUKUM l<UALIFIKASI PELAKSANA 

1. uu 14 Tahun 2008; 
2. UU 25 Tahun 2009; 
3. UU 23 Tahun 2013; 
4. PP 61 Jal:11,1~10; 
5. Perl<! 1 Tahun 010; 
& Perki 1 ~2013; 

( 7. Perki L un 2017. 
~t: I t:RlKATAN: ~ERALATAN/PERLENGKAPAN: 

•. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 
), Term of Reference 
:;, AJat tulis kantor 
• Jaringan Internet 

PERINGATAN: DENCATATAN DAN PENDATAAN: 
• Dislmpan dalam bentuk so~copy dan hardcopy 
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Pelaksana Pendukung 

PPIO Tim Komponen 

No Kegiatan Utama dan Pertlmbangan atau Keterangan 

PPID Pelayan21n Perangkat Pemohon Kelengkapan Waktu Output 

Pembantu Informasl Daerah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Melakukan kajlan atas Berkas Setiap saat Berkas 

lnformasi/dokumen yang tidak permohonan permohonan 

termasuk dalam DIP dengan infromasi/ informasl 

mellbatkan Tim Pertlmbangan I dokumen darl yang telah diisl 

Pelayanan Informasl. Pemohon lengkap dan 

rnformasl dllampirl 
fotocopy/scan 
identitas dlri NIK 

2 Memberikan pertimbangan atas Dasar hukum: Pada harl Surat 

informasl/ dokumen yang dimaksud Undang-Undang dan jam kerja K.eputusan Tim 

yang be~ifat rahasia berdasarkan Nornor 14 Tahun Pertlmbangan 

UU, kepatutan dan kepentingan 2008 dan Pelayanan 

umum 
Peraturan Komis! Informasi 

-. rnformasi Nornor 
1 Tahun 2010 

3 Menyampa]kan kepada PPID atas lnformasi/ Pada hari Infonmasi/ 

status lnformasi/dokumen yang dokumen yang dan jam dokumen dari 

dlmlnta pemohon informasl, telah kerja, komponen 

apakah termasuk rahasla atau 1~ dinyatakan makslmal 10 atau 

terbuka. Jlka lnformasi/dokumen terbuka untuk (sepuluh) Perangkat 

yang dimaksud adalah terbuka, publlk hari kerja, Daerah 

maka PPID memerintahkan kepada sejak 

komponen/Perangkat Daerah 
- permohonan , 

untuk menyerahkan lnformasi/ informasl 

dokumen yang dimaksud. Jlka 
tereglstrasi 

status lnformasl/ dokumen oleh 
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Tim Pertlmbangan Pelayanan 
lnformasi dinyatakan rahasia, 
maka PPID membuat surat 
penolakan kepada pemohon 
informasl. 

4 Memberikan informasl yang Informasl/ Makslmal Informasl 

dlminta oleh Dokunien yang diberikan publlk yang 

pemohon informasl dengan diminta oleh perpanjangan diminta 

menandatanganl tanda bukti Pemohon pemenuhan oleh Pemohon 

penerimaan atau memberikan :. Informasi atau permohonan Informasi 

surat penolakan kepada pemohon surat lnformasi atau surat 

j ika status informasl/dokumen penolakan selama 7 penolakan 

dinyatakan rahasia. jika informasl/ (tujuh) hari 
dokumen sejak 
tersebut pemberltahu 
dikategorikan an tertulls 
rahasla diberikan 

dan tldak 
dapat 
dlperpanjang 

I lagi 
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O. SOP PENANGANAN KEBERATAN lNFORMASI PUBUK 

NOMORSOP 
ITGL. PEMBUATAN 

. . 
rGL. REVISI . 

LOGO rGL EFEKTIF 

INSTANSI 
DISAHKAN Cl.EH : 

'IAMASOP 

NAMA PENANGANAN KEBERATAN 

INSTANSI 
INFORMASI PUBUK 

DASAR HUKUM :~UAUFIKASI PEl.AKSANA 

1. UU 14 Tahun 2008 ; 
2. UU 25 Tahun 2009 ; 
3. UU 23 Tahun 2013 ; 
4. PP 61 Tahun 2010 ; 
S. Perki 1 Tahun 2010 ; 
6. Perkl 1 Tahun 2013 ; 
7. Perki 1 Tahun 2017. 
KETERIKATAN: PERALA TAN/PERLENGKAPAN: 

1. Lembar IKerja dan Rencana Kerja 
2. Term of Reference 
3. Alat tulis kantor 
~- Jaringan Internet 

PERINGATAN: DENCATATAN DAN PENOATAAN: 
, Disimpan dalam bentuk solrcopydan hardcopy 
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Pelaksana Pendukung 

No Kegiat.an Pemohon Bagfan 
PP[[:) atau 

Atasan Keterangan 
PPID Kelengkapan Waktu Output 

Informasl Regjstrasi 
Pembantu 

PPID 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Pemohon Informasi ( 1) Formullr Pada hari dan Formullr 

menyampaikan pengajuan Pengajuan jam kerja pengajuan 

keberat.an atas tidak terlayaninya Keberatan keberatan 

permohonan informasi yang Informasl pelayanan 

dibutuhkan melalui : (1) datang Publlk yang informasi 

langsung dan mengisi formulir 

■ 
tersedia di publlk yang 

permohonan pengajuan keberatan meja pelayanan telah dilsi 

informast publik dengan PPlD atau lengkap dan 

melengkapl fotocopy identitas dlri ditampilkan df dilamplri 

( NIK), (2) melalui website dengan websitedan fotocopy/scan 

mengisi formulir yang telah dapat diunduh, ldentitas dlri 

diunduh dan menyertakan scan (2) Fotocopy (NIK) 

identitas diri (NIK) kemudian atau 

dlklrim ke alamat email PPlD yang scan identitas 

tertera di website, (3) mengtrim fax diri (NIK) dari 

formulir permohonan informasl pemohon 

yang telah diisi lengkap disertai yang 

dengan fax ldentitas diri (NIK) ke mer,igajukan 

nomor fax PPID. keberatan 

2 Melakukan regfstrasi formullr Semua data- Pada hari dan Daftar pengajuan 
pengajuan keberatan pelayanan . data pemohon jam kerja keberatan 

, . pelayanan 
lnformasi dan menyampaikan informasi informasi yang 

pengajuan keberatan kepada dislmpan dalam telah di-file 

Atasan PPID bentuk dalam bentuk 
harrlcopydan harrlcopydan ,, softcopy softcopy 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 u 

3 Memerlksa forrnullr pengajuan Berkas Pada hari dan Daftar surat 

keberatan darl Para Pemohon 

■ 
pengajuan jam kerja yang harus 

Inforrnasl dan rnemerintahkan keberatan diberikan 

PPID dan PPID Pembantu untuk pelayanan kepada PPID 

menjawab permohonan mformasi lnformasl yang dan PPlD 
telah diisi Pembantu 
lengkap 

4 Memerintahkan kepada PPID dan (1) Berkas Pada hari dan Surat perintah 

PPID Pembantu untuk memenuhi pengajuan jam kerja tertulis 
. 

permintaan lnformasi darl ' keberatan kepada PP1D 
' 

Pemohon Informasl. pelayanan dan PPID 
lnformasl Pembantu 
yang telah diisl untuk 
lengkap, memenuhi 

(2) DIP perniintaan 
yang telah pernohon 

diurnumkan informasl 
yang 
mengajukan 
keberatan 
pelayanan 
lnformasi 
publlk 

5 Memberlkan lnformasi yang Dokumen/ Pada hari dan lnformasi 

dlminta oleh pemohon informasl informasl jam kerja publlk 

kepada Atasan PPID jika informasi · II yang dimaksud yang dimlnta 

yang dlmaksud telah masuk DIP. oleh Pemohon oleh Pemohon 

Atasan PPID akan menjawab Informasi atau lnformasl atau 

pengajuan keberatan kepada rekomendasl surat 

pemohon 1nformasl. Jlka informasi surat penolakan penolakan 
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l 2 4 s 6 7 8 9 10 11 

yang diinginkan pemohon dari PPID atau kepada 

informasl tidak termasuk dalam PPID Pemohon 

DIP yang telah diumumkan, karena Pembantu lnformasi 

informasi belum tersedla atau karena 

termasuk lnformasi yang informasl yang 

dikecualikan, maka diberlkan diminta 

surat penolakan kepada Pemohon merupakan 

Informasi. informasl yang 
dikecualikan 
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E. SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI 

NOMORSOP : 
-GL PEMBUATAN : 
-GL REVISl 

LOGO ~GL EFEKTIF . 
lNSfANSI 

DISAHKAN OLEH . 

NAMA SOP 

NAMA FASILITASI SENGKETA 

INSfANSI 
INFORMASl PUBUK 

DASAR HUKUM KUALIFD<ASIPEI.AKSANA 

L UU 14 Tahun 2008 ; 
2. UU 25 Tahun 2009 ; 
3. UU 23 Tahun 2013 ; 
4. PP 61 Tahun 2010 ; 
5. Perki 1 Tahun 2010 ; 
6. Perki 1 Tahun 2013 ; 
7. Perk! 1 Tahun 2017. 
KETERIKATAN: 0 ERAI.A TAN/PERLENGKAPAN: 

. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 
2. Term of Reference 
3. Alat tulls kantor 
<!. Jaringa111 Internet 

PERINGATAN: DENCATATAN DAN PENDATAAN: 
~ Disirnpan dalam bentuk softcopydan hardcopy 
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Pelaksana Pendukung 

No Kegiatan Pemohon 
PPI0 atau 

Atasan Komis! Keterangan 
PPID Kelengkapan Waktu Jnformasi PPID Informasl Output 

Pembantu 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Setiap Pemohon Informasi dapat (1) Formulir Pada harr dan Berkas 
mengajukan keberatan secara Pengajuan Keberatan jam kerja, permohonan 
tertulis kepada Atasan PPID dalam Informasl Publik maksimal 10 lnformasi 
waktu 10 (sepuluh) hari kerja, yang tersedia di meja (sepuhJh) hari yang telah 
sejak permohonan lnformasl pelayanan PPID atau kerja, sejak diisi lengkap 
teregistrasi dan dlberlkan. ditampllkan di permohonan dan dilampiri 
Perpanjangan pemenuhan website dan dapat informasl fotocopy/ 
permohonan lnformasl selama7 diunduh, tereglstrasi scan identitas 
(tujuh) hari sejak pemberitahuan (2) Fotocopy atau dirl (NIK} 
tertufis diberikan dan tidak dapat scan identltas diri 
diperpanjang lagi (NIK) dari Pemohon 

Informasi 
yang mengajukan 
keberatan 

' 
2 Atasan PPID rnenetapkan 1im Tanggapan 

fasilitasl sengketa lnformasi untuk 

■ 
tertulls dari 

mengupayakan penyelesaian A.tasan PPID 
sengketa lnformasl, yang dlbentuk perihal 
oleh PPTD Utarna lnfurmasl 

yang 
disengketa· 
kan 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

terkait, pejabat yang menangani 14 (empat 
bidang hukum, pejabat fungslonal, belas) hari 
serta JFU yang sesuai dengan ketja setelah 
kebutuhan . diterimanya 

' tanggapan 
tertulis dari 
Atasan PPID. 

4 Tim fasilitasi sengketa informasl 
melaporkan proses penanganan -
sengketa informasj kepada Atasan 

, 

PPID 

5 Upaya penyelesaian Sengketa 
l nformasi Publ1k diajukan k-epada >■ Komisi Informasl Pusat, Komis! 
Informasi Provinsi, Komisi 
Informasi Kota Madiun sesuai 
dengan kewenangannya apabila 
tanggapan Atasan PPID dalam 
proses keberatan tldak 
memuaskan Pemohon Informasi. 

/Y WAUKOTA MADIUN, 4 

~v 
C H. SUGENG RlSMIYANTO, SH, M.Hum. 



LAMPIRAN II : PERATIJRAN WAUKOTA MADIUN 
NOMOR 20 TAHUN 2017 
TANGGAL : 27 Se p t ember 2017 

FORMAT DAFTAR INFORMASI PUBLIK 

lnformasi 
Pejabat/ Unit/ Penanggung 

Waktu dan Bentuk 
Jangka 

Jenls 
Ringkasan Satker Jawab 

Tempat lnformasi Wajib 
Wajib 

Waktu 
NO Isi Yang Pembuat:an Diumumkan Wajib lnformasi Atau 

Informasi Informasl Menguasal atau Penerbit Pembuatan Yang 
Secara 

Dlumumkan Dlumumkan Yang Retensi 
Informasi lnformasl 

Informasi Tersedia 
Berkala Sert:a Merta Setiap Saat dikecualikan Arsip 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum. 



1.AMPIRAN III : PERATURAN WAUKOTA MADIUN 
NOMOR : 20 TAHUN 2017 
TANGGAL : 27 September 2017 

1, ALUR LAYANAN lNFORMASl PUBLIK 

PPlD KOMISI 
PEMOHON PPID 

PEMBANTU INFORMASI 

11 
Mtf!pJIA~n / 
Pennol\on•n 

~f-t MfftDLU! PPIO 
1nfonnas.l 

Pemb.intu 

1 
Olla f1n'lohon 

~ ,---., 
Oiltl ,n,otm11I -y11nccUmlnu 

2 

/ 
Mcmh1H11u1t ~ •~•«•un ~ lHGibuMI )lilt.It l.t'l'fO 

PC~ll Vllll u l-1 
J!'!'"'°hoNn dlmm\e 

3 ! 4 

dlR Ya 
n.•• 
••• 

Ti<fa~ 

7 
/ 

lnforml\l\11 V ~'"~"" I◄ MfflVl.ilPbll 
Cl!IKl11.1hk1n 

i.. """""" ,_ 
mat,rl 
l1wnblN 

6 5 

... , ........ I◄ 

7 
s.e:nauta , .,._ .... 

Pu-as 11dak 

8 • 

..... Komis.I - -• 

Ya 
fnformilf 

Ya 10 
Selesai 

9 
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Keterangan Alur Layanan Informasi Publik : 

1. Pemohon mengajukan permohonan layanan informasi kepada PPID. 

2. Sekretariat menerima permohonan, kemudian mencatat data pemohon dan data 

tentang informasl yang diminta. 

3. Sekretarlat memberikan tanda bukti mengajukan permohonan kepada pemohon. 

4. Berdasarkan data informasi yang diminta, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasl 

Informasi melakukan pengecekan apakah informasi yang diminta oleh pemohon 

termasuk dalam kategorl dikecualikan. Apabila termasuk data yang dikecualikan, 

maka Bidang Pengolahan Data dan Klasiflkasi Informasi rnengernbalikan ke 

Sekretariat untuk disampaikan kembali kepada pemohon. Sedangkan apablla 

informasi tidak termasuk yang di kecualikan maka permohonan diteruskan ke 

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. 

5. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi menyiapkan materl jawaban. 

6. Berdasarkan bahan/ data dari Bidang Pelayanan Informasl dan Dokumentasi, 

Sekretarlat menyusun jawaban atas permohonan yang diterima. 

7. Sekretariat menyampalkan informasi kepada pemohon. 

8. Apabila pemohon menganggap informasi yang diperoleh tidak sesuai dengan yang 

dlharapkan, rnaka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan langsung 

PPID sehingga terjadi sengketa lnformasi. Dalarn hal terjadi sengketa, Bidang 

Bidang Fasilitasl Penyelesaian Sengketa Informasi melakukan upaya untuk 

rnenyelesaikan sengketa. 

9. Dalam hal informasi yang disampaikan oleh Sekretariat sudah sesuai dengan 

harapan pemohon atau hasil dari penyelesaian sengketa cukup memuaskan 

pemohon, maka pelayanan informasl selesai. 

10. Apabila hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bidang Fasilitasi 

Penyelesaian Sengketa Informasi dianggap oleh pemohon tidak memuaskan, maka 

dimintakan mediasi ke Komisi lnformasi. 

11. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat dan Bidang-bidang dalam struktur PPlD 

akan melakukan koordinasi dan konfirmasi kepada PPID Pembantu sesuai dengan 

lingkup kewenangan masing-masing. 
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2. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (RANGKAP DUA) 

logo 
Sadan 

Pobllk 

At•mat Pekerjaan 

Nomor TeJe.pon/E-rnall 

Fllndan lnformasl yan1dfbu1uhbn 

(tambah~n Wtrttis blla pfrlu) 

Cira Memperotthlnformasl• • 

Hl°RMULIR PERMOHOW\N 1Nf0RM"'51 
No. Pendattaran (dU$1 ~(ugosr : ............... _ 

___ ........... -.... , .. , ___ ,,,,, ______ ............. _ .. ,, .. , ........ , ..... ,_, ___ , ........ .. 

·-······················--···-_______ ........ __ ............ -................. .. 
...... ,_, __ __,__... ___ .......................... , .... ----................ ,,_,..,,, ... ,, .... . 

...... , ... _., ____ ., __ , __ , ..................... ,. •........... , ...............•. -,,···-···"'"" 
................... ------·----.. ·--······---······· ... · ..... _ .............. . 

·-··----··----· ........................... _ ..............•. --............... . 
_,., ..• , .. _ .. ,, ........... ,- ................ _________ ........................... ,, ......... ,_,,,,. 

,,_,,.,.,., ______ .. _,,_ ............. ,.-.--.... ---·-····· .. ,·,·······················-... ·······" 
; 1 □ Mellh•t/'"""'tm./mondenpr'""1/Menma1"• 

2.. □ Mendap3lb.t'I sallnan lnfotmasl 

Cira Me:r.d.as,1tk.ln Salinan lnfo,ma,1•• : l.. D Menpmbtl Lilngsung 

2, Ol<urlr 

PetupJ Pelayan,n lnform:..sl 
(Ptt"erlmil Permohonat\} 

1 ....... -.... ...... --l 
Nam.a dan Tinda 'rgngan 

3. OPos 
4. □ Falc,lmlll 

s. □ E-mail 

1Ce.1eninpn: 
• Otl sl ole.h pen,:gil; be<dasarkin nomor regisu.:ad pe.rmohonom lnfom,as-j Publ1k 

• • Pllih salah satu de.ngan merribe,1 andi l"} 
•• • Caret vans tldak ptlrlu 

Pemohon lnformul 

t--···· .... ·----•I 
Nam:., dan To11nd11 ransom 
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Di 8alik Formulir Permohonan lnformasl Dlcetak lnformasi berlkut: 

Hak-hak Pemohon Informasi 

Berda.sarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 

I. Pemohon Informasi berhak untuk memlnta seluruh informasi yang berada di Sadan 
Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan dfberlkan kepada pemohon lnformasl 
dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentlngan perlindungan hak 
atas kekayaan lntelekt:ual dan perlindungan dari persalngan usaha tldak sehat; 
Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; 
Merugikan ketahanan ekonoml naslonal; Meruglkan kepentlngan hubungan luar negeri; 
Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun waslat 
seseorang; Mengungkap rahasia pribadl; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik 
atau intra Sadan Publik yang menurut sifatnya dirahaslakan kecuall atas putusan Komis! 
lnforrnasl atau Pengadllan; Inforrnasi yang tldak boleh diungkapkan berdasarkan Undang­

undang. (b) Badan Publlk juga dapat tldak memberikan lnfoni'lasl yang lielun, dikuasal atau 
dldokumentaslkan. 

II. PASTIKAN ANDA MENOAPAT TANOA SUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA 
NOMOR PENOAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. BIia tanda buktl perrnohonan 
lnformasl tldak dlberlkan, tanyakan kepada petugas lnforrnasl alasannya, mungkln permlntaan 
lnformasi anda kurang lengkap. 

III.Pemohon Informasl berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau 
tldaknya perrnohonan lnforrnasl dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak 
dlterlmanya permohonan lnforrnasl oleh Badan Publlk. Badan Publlk dapat memperpanjang 
waktu untuk memberi jawaban tertulls 1 x 7 hart kerja, dalam hal: informasl yang dlminta 
belum dlkuasai/dldokumentasikan/ belum dapat dlputuskan apakah lnformasl yang dlmlnta 
termasuk lnformasl yang dlkecuallkan atau tldak. 

IV. Bia ya yang dikenakan bagi permlntaan atas salinan lnforrnasi berdasarkan surat keputusan 
Plmpinan Badan Publlk adalah (diisi sesual dengan surat keputusan Plmplnan Badan Publlk} 

·········································································································································· ··························· .............................................................................................................. . 

V. Apablia Pemohon Informasl tidak puas dengan keputusan Sadan Publik (mlsal: 
menolak permlntaan Anda atau membertkan hanya sebagian yang diminta), maka 
pemohon lnformasl dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 
30 (tiga puluh) hart kerja sejak permohonan lnformasl dltolak/ditemukannya alasan 
keberatan lalnnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulls atas keberatan yang 
dlajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tlga puluh) harl kerja sejak 
dlterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan. 

VI. Apablla Pemohon Informasl tldak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon 
lnformasl dapat mengajukan kebe:ratan kepada Komisi Informasi dalam Jangka waktu 14 
(empat belas} hart ker,ja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon lnformasl 

Publlk. 



No 
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3. BUKU REGISTE.R PERMOHONAN INFORMASI PUBUK* 

Tgl 

KETERANGAN: 
N0010f 
Tanggal 
Nama 
Alamal 
Nomort<onrak 
Pekerjaan 

Narna Alamat 

Wormasl Va,ig Olmlnta 
TuJuan Perlggunaan lnl'ormasl 
Starus lnformasl 
Bentuk fnformasl Yang Oikuasal 
Jenls Permoho!lan 
Kepurusan 
Alasao Penolakan 
Harl dan Tanggai 

Biava & cara Pembayaran 

NOrnor 
Kontak 

status lnfonnasl 

TujUan 
lnfoonaS! Yang Pmggunaan Olbawah Pekerjaan Oiminta lnformasl Belum Penguasaan 

Oidol<umer>-

Ya 11dak 
taslkan 

dllsl tentang nomor pendalttran permahonan lnfonnasi Pub6k. 
dl1s1 rentang t,anggal P!"fflOhonan dlteM>a. 
dllsi tentang nama pemol1on. 

Bentuk lnformasl 
Yang Dilwasal 

JeniSPermohorlan 

Melihal:/ Meminlil 
Solta,py Hardropy Mengetlhul Satlnan 

ddsi rentang alamat tengk;;p dan Jelas Pem0l10n rnrormasl untuk memudahkan pengirman informasl publik yangd;m,nta. 
dilsl rentang noioor kontal< (norna< t.elepon/fa1<slmlll/teiepoo seluler/email Pl!mchon fnformasl l'IJbhl<. 
diisl tentang pekerjaan Pemahon lnformasl Publilc. 
dlisl rontang di;t;;u infOflllaSI yang dimlntil, 

Karl dan Tanggal 
8'aya&Cm 
Pembayaran 

Alasan 
Keputusan l'erlolakan 

Pemberllahuan l'cn1bertan C;l@ e.ava Tertlllis In~ 

dlisl u,ntang tujua<>/alasan -honan dan penggunaan infomias,. 
dllsl dengan memberlkan tanda (,/). BIia Udak di bawah penguasaan, tullskan Badan Pub~k taln yang mer,guasal blla dil<elilhul, sesual defigan islan di rormuUr pe,111:"" llahoan teJttJlls. 
dllsi dengan memberlltan Gilnda (,/). 
dilsl dengan memberican tanda C ,/). 
dHsl sesual dengan Isl kepwJsa/1 dalam pemberitahuan tertulls. 
dilsi tentang alasan penol,>kan oteh atasan Pl'ID. 
Ollsl tentang: 
a. t-1.!i dan tanggal penyampalan pemberitahuan lm!Jlis sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 22 Undang-Uooang No. 1'1/2008 tentang Keterbullaan lnformasl Pubhl< dan Peraturan lnl. 

Waktu pemberltafluan tertutis Juga menar)dal<afl wai<IU penolatcan lnformas! apabila pennooonan dltolak. Derig.,n kata lain, dalam hal pem,ohOnan infurmasl publlk dltolak. maka 
pemberltahuan terlulis 1111 sarna ~ penoiakan. 

b. Hari dan tanggal pembenan 1nfo,masl kepada Pem\'ll10r1 JnformaSi Publlk. 
diisi u,ntang blaya \'ilng dlbUtuhkan serta perindaonya clan cara pembayaran yang dilal<ulc.an, 

format lnl adajah format-ReglstEr Pennohonan Informasl Publik secara manual. Sadan Publlk dapat mengembangl<an dalam format lain, mlsalnya secara kofnputerisasl deogan meme<l<401 
umu,,t,ns,w yang tennuat dalam format lni. 
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4. FORMAT PEMBERITAHUAN TERTUUS 

logo (nama badan publlk dan alamat, nomor telepon, faksimlll, email (jlka ada)] 

badan PEMBERITAHUA.N TERTUUS 
publlk 

Berdasarkan pemiohonan lnformasl pada tanggal .... bulan ...• tahun ...• dengan nomor peodaftaran• •... , 
Kaml menyampalkan kepada Saudara/1: 

Nama : .................................................. ~ ............. ..................... ...... 
Alamat : .......................................................................................... 

.......................... ......................................... ........................ 
No. Telp/Email : .......................................... .............................................. ,. 

--···---·· ···"•'•''''' ''''''''''''''' '''''' '''''''''""'' '''' ' ' ''"''''''"''"' '''''' 

Pemberltahuao sebagal berlkut: 
A. Informasi Danat Diberikan 

Hal-harterlcaTt 
No. Informasl Keterangan 

Publik 
l Penguasaan 1 nfomiasi .. Kami 

Publlk"'"' • • Sadan Publik fain, yaltu ... 

2. Bentuk fislk yang tersedla"'* • • Softropy- ( rermasuk rekaman ). 
• • Haro'ron~,bflnan tertulls. 

3. Blaya yang dlbutuhkan**"' • ·Penvallnan Ro . ... x ....... (imlh lembaran) - Ro ............ 
••Penalrlman Ro ............ 
• ·Lain-lain Ro ... ......... 

Jumlah Ro . ......... 

4. Waktu ""nvediaan ..... harl 

5. 
Peni1;,1asan pengh1raman/pengaburan Infom1as1 yang dimohon~H • l tamix,n""n kertas tllla 
per u) 
. ........................................................... , .,. .......................................................... ..... 
, ,,, ,,,,,.,,,,,.,,,,,,,, , , .,, •• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,, .. , .~,, ,,, ,,o, 000000000000000000• • •••••••••••••••••••• 

8. Informasi tldak dapat diberikan karena:* * 
lnformasl yang dimlnta belum dlkuasal . lnformasl yang dlminta belum dldokumentaslkan 

Penyedlaan lnformasl yang belum didokumentaslkan dllak.ukan dalam Jangka waktu ............ . ...... 
..................... (tempat), ............................ (tanggaVbulan/tahun) 

Pejabat Pengelola Informasl dan Dokumentasl ( PPID) 

( ..................................... ........ ) 
Nama &Tanda Tangan 

Keterangan: 

* Diisi sesual dengao nomor pendaftaran pada formulir permohonan. 

** Pillh salah satu dengan member! tanda ( v). _,. 
Biaya penyallnan (fotokopl atall diSket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurlr dan pos) 
Sesual dengan staodar biaya yang telah dltetapkao. .. ,,...,. Jlka ada penghltaman lnformasi datam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya . 

..... "'. Dllsl dennan keterannan waktu =na ielas untuk menvedfakan lnformasi vana dlmlnta . 
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5. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN 
PERMOHONAN INFORMASI (RANGKAP DUA) 

logo 
badan publlk 

[nama badan publlk dan alamat, nomor te.lepon, fakslmill, email (jlka ada)] 

SURAT KEPUTUSAN PPIO TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN 

Nama 
Alamat 

No. 
Telp/ Email 

No. Pendaftaran:* ................... . 

Rindan Informasi yang dibutuhkan 

PPID memutuskan bahwa lnforma sl yang dlmohon adalah: 

Pengecualian 
Informasl dldasarkan : 
pada alasan 

INFORMASI YANG DIKECUAUKAN 

Pasal 17 huruf ........• UU KIP.*"' 

Pasal ... Undang-Undang .... *"* 

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka lnformasi tersebut dapat menlmbulkan konsekuensl sebagai 
berikut: 
....... ,~················· .......... ...................... ............. ···················· ······················ ··············· ·· ········ ............. ' ................... ····· ...... . 
...................... .... ································ ············· ....... ............ , ........... ........... ······~· ·················· .................... ········· ............. '. 
················· ········ ............................ , .................................................................... ............................. ····················· .......... . 

Dengan demlkian menyatakan bahwa: 

PERMOHONAN INFORMASI OITOLAK 

Jlka Pemohon Informasl keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasl dapat mengajukan keberatan 
kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tlga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan Inf. 

[ ................... (Tempat), .................. (tanggal, butan, dan tahun) ---*J 

Pejabat Pengelola Informasl dan Dokumentasi ( PPID) 

( ..................................................... ) 
Nama & Tandatangan 

Keterangan: 
*Dils[ oleh petugas berdasarkan nomor reglstrasl permohonan lnformasl Publlk. 
"""Dttsl oleh PPID sesual dengan pengecuallan pada Pasal 17 huruf a - i UU KIP. 
''""•Sesual dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, dllsl oleh PPID sesuai dengan pasal pengecuallan dalam undang-undang 
lain yang mengecuallkan lnformasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya). 
,.,..*Dttsi oleh petugas dengan memperhatlkan batas tentang jangka waktu pemberltahuan tertulls sebagaimana diatur 

dalam UU KIP clan Peraturan lni. 
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6. FORMAT FORMULIR KEBERATAN (RANGKAP DUA) 

[nama badan publlk dan alamat, nomortelepon, raksimill, email, dst] 

Logo Badan 
PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI 

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN 

Nomor Reglstrasl Keberatan 
Nomor Pendaftaran Permohonan 
lnformasi 
Tujuan Penggunaan lnformasl 
ldentitas Pemohon 

Nama 
Alamat 
Pekerjaan 
NomorTelepon 

ldentitas Kuasa Pemohon ** 
Nama 
Alamat 
Nomor Telepon 

: .................................................................................... (diisl perugas) 

............................................................................................. 

.................. ........................................................................ ... 

.................................... ......................................................... 

............................................................................................. 
• ••••••••••••·••••• .. ••••••••••••••"••••••u,,,.,,,.,,••••••••••.,• .. ••••••••••,.••••••••.,• ••• 

............................................................................................... 

................................................................................................ 

............................................................................................... 

................................................... ............................................ 

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN •** 

a. Permohonan Informasi di tolak. 

b. !nformasi berkala tidak disedlakan 

c. Permlntaan infurmasi tldak dltanggapl 

d. Permlntaan lnformasl dltanggapi tidak sebagaimana yang dlmlnt.i 

e. Permlntaan informasl tldak dlpenuhl 

r. Blaya yang d1kenakan tfdak wajar 

g. Informasl dlsampalkan melebihl jangka waktu ya119 dltentukan 

C. KASUS POSlSl (tambahkan ilertas blla perlu) 

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : [tanggal], {bu/an}, {tahunj[diisJ 

oleh petugas}"-

Demlklan keberatan lnl saya sampalkan, atas perhatlan dan tanggapannya, saya ucapkan tertrnakasih . 

.......................... (tempat), ...... ..................... [tanggal], [bulan], [tahun) n~ .. 

Meogetahul, ••••­
Petugas Informasi 

(Penerima Keberatan) 

( .................................... ) 
Nama 8o. Tanda Tangan 

Pengaju Keberatan 

( ..................................... ) 
Narna 8o. Tanda Tangan 

KETERANGAN 
• Nomor register pengajuan keberatan dllsl berdasarkan buku register pEngajuan keberatan 
•• tdentltas kuasa pemohon diisl Jlka ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa. 
~.. Sesual dengan Pasal 3S UU KJP, dlpltih oleh pengaJu kebe<atan sesual dengao alasan kebcratan yang dlajukan 

•-• Dllsf sesual dengan kete11tuan Jangka waktu dalam UU KIP 
•n•• Tanggal dllsf dengan tanggal dlte<lmanya pengajuan keberatan yaltu sejak keberatan dlnyatakan 

lengkap scsual dengan buku register pengaJuan keberatan. 
""'**'"• Dalam hal keberatan dlajukan secara langsung, maka rormulir keberatan Juga dltandatanganl oleh petugas 

yang menerima pengajuan keberatan. 



7. REGISTER KEBERATAN* 

No. Tgl 

Keterangan: 

No. 

Tgl 

Nama 

Al;lmat 

Nomor Kootak 

Peke,jaan 

Nama Alamat 

No. Pendaftaran Permohonan lrlformasl 

lnformasl Yang dlmlnta 

Tu)uan Penggunaan lnfonnasl 
Alasan Pengajuan Keberatan 
(Pasat 35 ayat (I) UU KJP) 

Kepurusan atasan PPID 
Harl dan Tanggal Pembeflan tanggalJ'ln 
atas Keberatan 
Nama dan Poslsl Atasan PPIO 
Tanggapan Pemohon lnformasl 

Nomor 
Kontak 

No. lnl'onnasl 
Pendallaran Yang 

Pel<el')aan l'ermohonan Dlminta 
lnfonmasl 

: dilsl tentang nomor reglstrasl keberatan. 

: dlisl tentang tanggal keberatan d~enma. 

Tujuan 
Penggunaan 

lnformasl 

• 9 • 

Alasan PeogaJuan Keberatan 
{Pasal 35 ayat (1) UU KIP) 

a· b" C' d• e• f' 

: dilsl dengan Nama Pemohon lnfonnasi Publil< yang meng.1Jukan keberatan dan/atau kuasanya 

: diisl tentang alamat leogkap dan jelas Pemohon lnformasl. 

g• 

: diisl tentang nomor l<ootak (nomor telepon/falcslmlll/te~ seluler/emaH Pemohon lnformasl Publik. 

: dlisl tentang pekerjaan Pemohon lnformasl Publlk. 

Han dan Tanggal 
Keputusan Atasan Pemberlan NamadanPoslsi Tanggapan 

PPID tanggapan atas Atasan PPIO PemohOn 
Keberatan Inronnasl 

: dUsf tentang nomor pendallaran pada formulir permohonan informasi. Daram hal keberatan karCN alasan lnformasl yang tidak dlumumkan secara ben<ala, maka kolom lnl tidak perlu dflsl. 

: dBsl deogan inrormasl yang dlminta. 

: diisl tentang I.UjuanJalasan penmohonan dan penggunaan lnformasl. 
: dusl dengan memberikan tanda (./) sesuai alasan yang dlgunakan untuk mengaJukan keberatan sebagaimana Pasal 35 ayat {I) Undang-Undang 
: Keterbukaan tnformasl Pubhk: 

a. Penolakan atas pem,intaan lnformasl berdasarkan alasan pengecuallan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbulcaan lnformasi Publlk 
b. Tidak disediakannya infonmasl berlcala 
c. Tldak d~nggaplnya pennlntaan lnformasl 
d. Penmlntaan lnfonmasl tidak sitanggapl sebagalmana yang diminta 
e. Tidak dipenuhlnya pennlntaan lnfomlasi 
f. Pengenaan biaya yang tidak wajar 

g. Penyampalan infonmasl yang melebihl Jangka waktu yang dratur dalam Undang·Uodang Keterbukaan tn[orrnasl PubUk 
: diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PPIO. 
: diisi han dan tanggal pembeoan tanggapan atas kebe<atan. 

: d1isi dengan slapa pejabat yang akan memberlkan tanggapan sesual dengan kewenangan yang ada pad;i SPO Sadan Publlk atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakill atasan PPIO 
: diisl dengan tanggapan Pemohon lnfonnasl Publilt atas Keputusan A(asan PPIO. 

WALIKOTA MADIUN, 

ttd 

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum. 


